PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ravuesa Said Mo T8 Telp (0780) 200VTR0 Fan a0780) 7080700 Paclang 25114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENUENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA HEHENCANA
PFROVINSI SUMATERA BARAT,

NOMOR : 050/ o4 JSK/DPIAP2KB-2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA
BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan tugas
dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan public wajib
menetapkan siandar pelayanan;

b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

¢, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayapunsan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu dilakukan
penetapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintahan

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a,b dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Sumatera Barat;

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5038,
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4. Permturan Pemerintah Nomor % Tahun 2012 tentang
Pelaksanann Undang Undang Nomor 25 Tabun 2000 tentang
Pelavanan Publik;

. Peraturan  Menteri  Pendayagunann  Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Tehnis Penyusunan, Penctapan dan  Penerapan  Standar
Pelayanan;

4. Peraturan OQubernur Sumatern Barat Momor 5 Tahun 20021
tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumaiersn Barsl [Berila Daersh Provinsi Sumaters Baral
Tahun 2021 Nomor 3) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2021
tenlang Tertib Kedinasan di Linghungan Pemeriniah Provinsi
Sumatera Barst (Berita Daerah Provinai S8umatern Barat
Tahun 2021 Nomar 29);

5. Peraturan Oubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29
Tahun 2023 Tentang Kedudulsn, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkot Doernh;

6. Peraturan Gubernur Sumaiera Barai Nomor 33 Tahun 2022
Tentang Uralan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daecrah di
Lingkunpgan Pemerintah Provinsi SBumatera Darat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU . Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluargn Berencana Provinsi Sumalera Baral;
KEDUA :  Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  dan  Keluargs
Berencana Provinsi Sumatera Barat meliputi:
1. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Terencana
2. Swndar Pelayanan Layanan Permintaan Nara Sumber
3. Standar Pelavanan Layanan Penyusunan Sinkrotisasi
Program  Dan Kegiatan  antara Pusar, Pronnnisi,
Kabupaten/Rota.
Standar Pelayanan Layanan Kensultasi Tidak Terencana

Swandar Pelavanan lavanan Permantaan Deta Rekerssan
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KETIGA

L'

1.
1.
12.
13,
14.
15,
16,
17,

18,

19,

21,

terhiidap Perempuan dan Anak

Standar Pelayvanan Lavanan Permintaan Data  Terpilah
Giender dan Anak

Swmvilar  Pelayanan  Layanan  Penmintann Do Terpalah
CGiender dan Anak dalam Welbmile

Sumdar  Prlayanan  Layanan  Partisipasi  Publik untuk
Kescjahilcrann Perempuan dan Anak

Standar Pelayanan Layanan Pendampingan  Divers:  dan
Reatitusi

Standar Pelayanan Layanan Konseling Psikolog dan Klinia
Standar Pelayanan Layanan Mediasi

Btandar Pelayanan Lavanan Pendampingan Hulkum

Standar Pelayanan Layanan Pengaduan

Standar Pelayanan Layanan Penjangkauan Korban

Standar Pelayanan Layanan Sheller atau Rumah Aman
Standar Pelayanan Layanan Pemenuhan Hak Anak

Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Program dan
Kegiatan dengan Instansi Terkait Lingkup Provinsi

Silandar Pelayanan Pelembagaan Penparustamaan gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
Stondar Pelayanan Penguatan dan Pemgembangan Lembagn
Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi,

. Standar Pelavanan Peningkatan Kuabites Keluarga dalam

mewujudkan  Keselaraan Gender dan Hak Anak
Kewenangan Provins

Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesclaraan
Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

22. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data GDPR.
23.
24, Standar Pelayanan Layanan Pembinaan Keluarga Sejahiera.

Standar Pelayanan Layanan Keluarga Berencana,

Standar pelayanan scbhagaimana dalam Diktum KEDUA wajib
dilaksanakan oleh Penvelenggara/Pelaksana dan schagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan eleh Pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masvarakat dalam penyelenggaraan
Pelayvanan publik.
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KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Padang
pada tangeal : 20 Januari 2025

KEPALA DF3AP2ZKB
PROVINSL SUMATERA BARAT,

| ldr. HERLIN[SRIDIANI, M Kes
. Pembina Ufama Mudna
NP 19710118 200212 2 002
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DAFTAR PILAKSAMAAN STANDAR PELAYAMAN

DINAS PEMBIRDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIMDUNGAN ANAK,
PEMGENDALIAN PENDUDUK DAN KELLIARGA BERENCANA PROVINGI

SUMATERA RARAT TAHUN 2025
No. CUDULSTANDAR PELAYANAN L enansaNa
: 1 Tl 1

1. Standar Pelayanan Layanan h:nmuh-iuu&.an-l;mhm Tl‘l‘l!ﬂl’.ilT.i mﬁtm

2. | Standar Pelayanan Layanan Permintaan Nara Sumber | Sekretariat |

e s,

3. | Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Sinkronisasi Program | Sekretariat .
dan Kegiatan Natara Pusat, Provingl, Kabupaten/Kata |

. | Standar Pelayanan Layanan Konsukasi Tidak terencana | Sehretaris

5. | Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Kekerasan Bid. FHPA dan UPTD PPA
Terhadap Perempuan dan Anak

B. | Handar Pelayanan layanan Permintaan Data Terpilah Gender Bidang PHA
dan Anak

I. standar Felayanan Layanan Permintaan Data Terpilah Gender Bidang PHA
dan Anak Dalam Website

B. | Standar Pelayanan Layanan Partisipal Publik Unbuk Bidang PHA
Kesejahteraan Perempuan dan Anak

9. | Standar Pelayanan Layanan Dwersi dan Restitusi LIPTD PPA

10. | Standar Pelayanan Layanan Konseling Psikolog Klinis UPTDPPA

11. | Standar Pelayanan Layanan Mediasi UPTDPPA

12, | Standar Pelayanan Layanan Pendampingan Hukum UFTDPPA

13, | Standar Pelayanan Layanan Pengaduan UPTOPPA

14, | Standar Pelayanan Layanan Penjangkauan Korban

15, | Standar Pelayanan Layanan Shelter atau Rumah Aman LPTDRPA

16. | Standar Pelayvanan Layanan Pemenchan Hak Anak Bidang PHA

17. | Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Frogram dan Sekretariat
Kegiatan dengan Instansi Terkadt Lingkup Provinsi

i8. | Standar Pelayanan Feteni:'l-ai-a_a;l-ﬁengarustanum Gender Bidang KHP

(PLIG) pada Lembaga Pemerincah Kewenangan Proving

19, :ﬂnﬂ'ar'Pciw:nm- Ii'erwnntlin PEHEEIHEEHHH Lembaga | Bid_kHP dan FHPR
Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi

0. | Standar pelayanan Peningkatan Kwalilas Kehaarga dalam Bidang KHP dan PHA
mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak =
21. | Standar Pelayanan Penguatan dan Peng:e'mhingan L!mhap Bidang KHP dan PHA

Penyedia Kwalitas Keluarga dalam Mewujudian kesetaraan
Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

22. | Standar Pelayanan Layanan Pengendalian Penduduk. | Bidang PPrR
3. | Standar Pelayanan Layanan Echuarga Berencana Bidang PPEB
24, | Standar Pelayanan Layanan Pembinaan Keluarga Sejahters | Bidang PPEE

KEPALA DPIAPYXR PROV, SUMBAR

NP 13730118 200012 2 002
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HEMIS LAYAMAN
1. Layanan Komiultasi dan Koordinasl Terensana
1. Layanan Permmntaan Wara Samder
3. Layanan Penpuiunan Sinkronisasl Program dan Begislan Natara Pusal, Provins,
Kabugpaton Kol a
Layanan KonsuBas Tidak terencana
Layanan Peimdrtaan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak
Layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak Dalam Website
Layanan Partisipai Publi% Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Lavanan Ddversh dan Restitiusi
10, Layanan Konseling Psikolog Klinis
11, Layanan Kediasi
12, Layanan Pendampirgan Hukum
13, Layanan Pengaduan
14, Layanan Penjangkauan Korban
15, Layanan Shelter atau Aumah Aman
16, Layanan Pemenuhan Hak Anak
17. Layanan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan instansi Terkait Lingkup Provinsi
18. Layanan Pelermbagaan Pengarustamaan Gender (PLIG) pada Lembaga Pemerintah
Eewenangan Provims

13. layanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Brovinsi

20. Layanan Peningkatan Kwalitas Keluarga dalam mowujudkan kesetaraan Gender dan Hak
Ak

21. Layanan Panguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Kwalitas Keluarga dalam
Mrwujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

22, Layanan Permintaan Data GOPK
23, Lavanan Keluarga Berencana
24, Layanan Pambinaan Keluarga Sejahtera

P Y
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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

balan Ranpns Sakd Mo P Te M ATEN Faw (051 i

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KONSULTASI DAN KDORDINASI TERENCAMNA
[ Mo | WoMPONEN | ummmAN
1 2 E| -3
1 Persyaratan 1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan
tertufis dengan melampirkan:

F  Materi Konsultasi dan Koordinasi

¥ Waktu Kunjungan Keosultasi dan Koordinagi

= Asal Fengguna Layanan

= Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi
2. Pengguna Layanan menemul |angsung

—ioman g

2. Sistim, Mekanisme dan | a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan

Prosedur kepada Kepala Dinas PIAPZER Prov. Sumbar,

b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas

€. Sekretaris Dinas menunjuk dan mengarabkan kepala
bidang yang dimaksud atau yang membidangi,

o. Kepala Bidang vang membidangi mempersiapkan bahan
materi  yang  dikonsultasikan  dengan  menunj
petugas/persanil yang berkompeten

o Petugas atau personil yang ditunjuk melaksanakan tu
memberikan pelayanan konsultasi kepada penpgpu

Iayanan,
t. Setelah rampung prtugas melaporkan kepada pimpinan

3. Jangka Waktu - Informasi/lawaban pelaksanaan Konsuliasi disampaikan 1
hari sejek surat diterima.
- Maksimal 1 jam jika pergguna fayanan  menemut
langsung setelzh menyampaikan mater korayitasi

4. Biaya,Tarif 'I'i:li'fﬂnqu.lt biaya.
5. Produk Layanan Saran, masukan, pertimbangen, solesi, rekomendas
; [ terhadap persoalan yang dikensultasikan. g
& Penanganan Pengaduan, + Dapat disampaikan secara langsung,
saran dan masukan + Melahd e-Mail dplap2kb@sumbarprov.go.id
SRR - e |

NP, LOFI0018 200012 ) 002
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PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

jalam Bavumn Yall Mo 04 Telp (0F51) TOSATR1 Fan (0751 ) MAATRT Padarg 75504
STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PERMINTAAN NARASUMDER

Mo, KOMPONEN LIRAIAN
1 2 3
Persyaratan 1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan
tertulis dengon mefampirkan:
= Mater Pokok
¥ Waktu Pelaksanaan Kegiatan
= Asal Pengguna Layanan
= MNomor kontak Perional yang dapat dihubungi

1. Pengpguna Layanan menemul langsung

2, Sastim, Mekanlsme dan a, Pengguna layanan menyampalkan surat resmi ditujukan

Prosedur. kepada Eepala Dinas PIAPZER Prow, Sumbar,

b. Kepala Dinas mendispos kepada Sekretaris inas

C. Sokrataris Dinas  menunjuk dan mengarahkan kepada
bedang yang membidangi.

d. Kepala Bidang yamg membidangi mempersiapkan bahan
materl  dengan  menunjuk  petugas/personil  yang
berkompeten

&. Potugas atau persanil yang ditunjule melkeanakan tugas
dengan membuat bahan yang akan dipaparkan

f. setelah rampung petugas melaporkan kepada pirmponan

q Jangka Waktuy « Infgrmas [ Jawsban  permintaan Mara  Sumber
disampatkan 1 hari sejak surat diterima,

- Maksimal 1 Jam [ka pengguna layanan menemul

langsung Kepala Dinas atau yang membidangi

4. | Blaya/Tarif Trl:i'ﬂlv_:l_ip:l.mgt_t_h-_ia_-.-_:r._ ==+ 3
5 Produk Layanan saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi
terhadap persoalan yang dimaksudkan,
6. Penanganan Pengaduan, | - Dapat disampaikan secara langsung.
saran dan masukan = Melahsi e-Mail dpdap? kb@sumbarprov goad
- | . |
KEPALA DP3AP2HE

PROVINS TERA BARAT

Fembing Ufama Muda
NP 19710018 200012 2 002

e ———— e —
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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

an Rasana Sakl No_ 74 Telp [i17 A1 Fas (074 1) PSR P 71114
STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATANAN ANTARA PUSAT,
PROVINSL, KABUPATEN/KOTA

Mo | KOMPONEN [ URAIAN
i Persyaratan L. Pengpuna layanan menyampaikan Sural stau datang langsung
kepada Eppala [inas dengan membawa:

Bahan Pertimbangan Teknls

Weaktis KisfjuRgan

Asal Pengpuna Layanan [Intansi/Mlanyarakat)
Momaor kontak Persanal yang dapat ditwbungi
. Pengguna Layanan menemui langsung

YWYy

2. | Sistim, Mekanisme dan Sebagsi Pemerintah Provinsi, Dinas PIAPZER Provinsl Sumater

Frosedur Barat berkewsjiban Untuk memberkan pembingan ferhada

Pomda KabfKota  agar dapat menentukan programy  kegiata

sesual dengan Kewenangannya,

a, Pengpuna layanan menvampaikan surat resml atau datan
langsung kepada Kepala Binas PRAPIER Prov. Sumbar,

b, Kepala Dinas mendisposisl kepada Sekretaris Dinay

¢ Sekrotaris [himas menpnjuk dan Mengarahkan kepads Sub
baglan wang membidangl dalam ranpka konaksitas Rancangan
profam atas kegiatan

d. Sub bapian yeng membldangl menunjul petugss’ pérsons
yang berkompeten membuat rancangan teknis sebagal bahan

laporan kepada pimpinan.

& Perigas &tau persoml yang ditunjuk melaporkan kepada
Fimpinan babhwa apa yang diinginkan oleh Pengpuna layanan
dapat disetu|ue

f. xcpala [Wnas dapst menerbitkan Rekomendasi Sinkronisad
Program

3, rangka Wakiu < Informaséllowaban  pelakssnasn  sinkronisasi  progrom

disampaikan 1 harl sejak surat diteriva.

. Maksimal 1 jam jika pangguna layanan rmanemul langsung,

4. |BayaTail | Tidak dipungut biaya. e

5 Froduk Layanan Soran, masukan, pertimbangan, solus, rekomendasi terhadap

persoalan yang diinginkan.

&, Penanganan Pengaduan, - Dapatdisampaikan secars langsung.

saran dion maswkan - Melalul o-Mall dplapdkb@sumbarprov.go i |

EEPALA DPFIAPIKE

KRIP. 197100 18 200012 2 002
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——— PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
LS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
: PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

iwlwr Manuma Said Mo 1 'I‘ﬂ |IIJ"HI M TR s EI‘HI L] Pﬂﬂ ri14
STANDAR PELATAMAN

LAYANAN KONSULTAS LANGSUNG TIDAK TERTNCAMA

Mo | KOMPONEN |

 URAIAM
2 - = 1
L. | Persyaratan | Pengguna layanan datang dengan menunjukan;
- ldentitas | KTP) dan lainnya
< Asil Drganisasi
= Atas Nama Organisasi/Pribadi

2. Bistim,
&hﬂ'ﬂsmp danl Pengguna layanan datang tanpa mengzjukan permohonan konsultas

sebelumnya dan akan diarahkan oleh petugas piket untuk mengis
buky Earmuy

- Petugas menghubungl unit kerja atau bidang yang memiliki tugas dan
fungsi sesuai dengan topik konsultasi yang diajukan oleh pengguna
layanan.

= Unit  kerja  atau  bidang  menyampaikan  kesediaan  atau
ketidaksediaanya untuk memberikan konsultasi yang diinginkan oleh
PENZEUNA layanan.

- Jika bersedia, unit kefa atau bidang akan memberikan layanan
konsultasl kepada pengguna layanan sosual waktu vang telah
diteniukan,

- lika tidak bersedia maka oleh petugas Piket akan disarankan untuk
mereschedule lgi atau menyampaikan pertanyaan melabui e-Mail

ap kb msumbarprow. goid

3. | Jangka Waktu | - Pelaksanaan konsubtas) berjalan selama 30 Menit
- 2 hari setelzh ada reschadule,
= Adanya perjanjian kedua belah pihak,

4, | Biaya/Tarif Tidak ada pungutan biaya .
5. | Produk - Saran, masukan, pertimbangan, solusl, ketepakatan  bersama,
Layarian _rekomendasi.

6. | Tindak lanjut |- Dapat dls:mp:rlian secara langsung o
« Melalui: e—Mail dp3ap?kb @ wmbarprov go id

I T RS- s ]

KEPALA DPIAPIKE
PROVINSI TERA BARAT

Pembina Ut gma Muda
RiP. 19710118 200012 2 D03
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DINAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

halan Ravuns Sawd Mo P4 Telp [0F51) P A IA0 Fae {1150} MM B7A0 Padang 15114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PERMINTAAN DATA NEXKERASAN TERMADAP PEREMPUAN DAN ANAK

No. | KOMPONEN URAIAN = 1
; g e—— e |
1 | Persyaratan | 1. Pengguna layanan menyampalkan surat rekomendasi permintaan data

darl Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMFPTSP)
Prow. Sumbar tertulis yang berisl:
- Data yang diinginkan
Asal Dranisasi/Lembaga atau Pribadi
Untuk Keperluan
2. Pengpuna layanan datang langsung menemui petugas atau personil
2 | Séstare, a. Pengguna layanan menyempaikan surst socara resmi yang  beris
mekanisme rekomendas permintaan data dari DPMPTEP Provingi,
dan Prosedur | b. Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut kepada Bidang yang
membidangi.

¢. Kepala Bidang menunjuk Kepala Seksi atau staf yangmenangani dat
yang dinginkan aleh pengpuna lavanan dengan mengisl format.

d. Kepala Seksi atau staf yang menangani data terschut telah ada sesua
formust, maka dilsporkan kepala Kepzla Bidang selenjutnya dilaporka
kepada Kepala Dinas untuk diberikan surat rekomendas] setuju wniu
diserahkan kepada pengguna layanan,

3. | Jangka Waklu | Penyelesalan layanan dapat dilaksanakan selama 1 hari sefak surat

|_diterima, —

4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut Biaya
5. | Produk Rekomendasi, pertimbangan dan persetufuan permintaan data

Layanan n - -

6. | Tindak lanjut | - Dapat diakses secara langsung

- Melalui e-Mail dplepikbE@sumbarprov go id

EEFALA DPF3IAFIKB

NP, 19710118 200012 2 002
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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT

LAYAMAM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

Mo | KOMPONEN ) URAIAN _ ,
1 i = i ]
T Persyaratan (1. Pengguna layanan menyampaskan surat febomendasi permintaan data
i dati Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSR)
Prow, Sumbar tertulis yang berisi:
Drata yang diinginkan
|« Asal Organisasi/Lembaga atau Pribadi
- Untuk Keperluan
2. Pengguna layanan datang langsung menemui petugas atdu persani ul |
2 | Sisxirm, 1. Pengguna layanan menyampaikan surat Secara rewmi yang beeriad
mekanisme rekomendasi permintaan data dari DPMPTSF Provins,
dan Prosedur | 2. kepala Dinas mendisposisi surat tersebut Kepada Bedang yang
membidangi.

3. Kepala Bidang menunjuk Kepala Scksi atau staf yangmenangani data
yang diinginkan olgh pengguna layanan dengan mengis format.

&. Kepala Sekel atau staf yang menangani data tersebut telah ada sesu
format, maka dilaporkan kepala Kepala Bidang selanjutnya dlhpﬂrk%
kepade Kepala Dinas untuk diberfkan surat rekomendass setuju untu
diserahkan kepada pengguna layanan.

3. | Jangkawakty | 1. 1 Har setelah surat Permohonan diterima oi Bidang PHA.
2. Datarg langsumg, 2 (dua) jam sefak permintaan data yang tidal
dikecualikan.
4, | Biaya/Tarif | Thdak dipungut Biays o
S. | Praduk Rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan, iInformast yang diperiskan
Layanan -
&, | Tindak lanjut | - Dapat diakees secara langsung
= Melglul e=Mail dp3apZkbEsumbarprov.go.ld

NP 19TI0L 1B 20000 2 2 (07
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

. Jalan Basuma Said Mo T4 THT M50 MG ATRY Fas (OFS1) PORIE] Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK DALAM WERSITE

Komponen Llraplm

_r-\_l

1. | Persyaratan

. Akses Alamat Website dplap2kbosumbarprov.go.id
. Memasukan Akun Personal

. Memasukan E-Mall Personal

Mermasukan Eode Paswoord

2. | Sdstem,
MekanEme, dan
Prosedur

Lol IF R R

b

Besanda,

Anak yang tersedia di beranda website.

komentar pada beranda website.

informasi Website DinasP3AP2 KB selanjutnya di
Laporkan Eepada Pimpinan (Eepala Bidang PHAL

Pengpuna Layanan mengakses alamat website Dinas PIAPZER
Provinsi Sumatera Barat yaitu dp3ap2kb_sumbarprov.go.id

Pengguna Layanan masuk pada halaman beranda website dan
memilih opsi Layanan Data Terpilah Gender dan Anak pada

3. Pengguna Layanan mendowndoad Deta Terpilah Gender dan

4, Pengguna Layanan memberikan nomer NIE, nama, alamat dan
komentar yang berisi saran atau Ide pada kolom identitas dan

5. Pengguna Layanan Memperoleh Pengarahan bngsung kepada
Potugas/Porsomal  yang  cerlatih  untuk  dopat  mengakses

Jangka\Waktu 1x24 Jam - -_* —

Biaya/Tarif | Bebas Biaya —

Produk Layanan | Data 'I'eq:-nllah Gender dan Anak terupdate

e

Penanganan Melalui kolom komentar Website
Pengaduan - Dapat diakses secara langsung

- Mekalui e-Mall dplaplkb@sumbarprovpo.id
- HF WA

KEPALA DPIAPIKE
PROVINSI SLIMATERA BARAT

I8 200012 2 002
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PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

fatan Mannina Sas) Mo T8 Tl (OGS Y) P05 T PRE Fas [00750) P05 07RT Padarg 25114
e

STANDAR PELAYANAN
LAYAMNAN PARTISIPASI PUBLIE UNTUK KESEIAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kampanen == Uralan

| F-nrq-.u';.;r-nw Pengguna Laysnan menyampaiken sural permohonan
ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlmdungan  Anak, Pengendalian  Penduduk  dan
Eeluarga Berencana [DPIAPIKB) Provinsi Sumatera
Barat.

Dengan alamat I, Rasuna 5aid No. 74 Padang

2. | Sistem, Mekanisme, dan :
Prosedur 1. Pengguna layanan menyampaikan sural permohonan

pada Kepala Dinas PIAPIKE Provinsl Sumatera Darat,
2. Eepala Dinas Menunjuk Kepala Bidang dPemenuhan

hak fnak (PHA Juntuk tindak lanjut surat permohonan
3. Eepala Bidang PHA menindaklanjuti dengan menunjuk

JFT yang menanganai urdsan Partisipasi kescjahteraan

Perempuan dan Anak.
3. | JangkaWakty 2 % 14 jam sesuai jam kerja, saat surat permohonan
disamgaskan ke Kepals Dinas PIAP2ER Sumatera Barat
4. | Baaya/Tarif | Bebas Biaya
5. | Produk Layanan Pelatihan Peningkatan KesejaMEram Perempuan dan
Anak

6. | Penanganan Pengatuan 1. Melalui telefon: [0751) J053781
2. Melglul e-mail. dp3ap2kbesumbarprov.eo.id

KEPALA DF'IAFE“
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
FEHGEHI]!I.IMI PENDUDUK DAN KELUARGA BER EHEAH&

LRl 051 3 ¥ i

UPTD PERLINDURGAN PURTMPUAN DAN ANAR

mmpnnm

e

o

Prociuk Prlayanan

Persyaratan Pelayanan
Sistem, Mokansme dan Prosedus

Pelayarian

Waltu poixyanan

Jangka waktu penyelesalan

Biayn f taril

Penanganen pengaduan, Saran dan
masikan

PRAOVINS] SURATELA RARAT

Uraian

l. Pengaduan Masyarakat
2 Penjangkmeat Koflbeh
1. Pengeiolaan Kasus
4. Penampungan Sernentara
5 Mediayl
& Pendamplingan Korkan
Frolokopi Identrtas Diri yang Masin Berdsbu [ETRKE 5]
Pengadiyan Setara Langsung
Pelapor datang lengsung ke URTD PPA
Pelapar mengisd barmulie
Pelapar renyerahkan identitas dai
Petugas membowa pelapar ke ruang pengadusn
Petugas mergelaskan terhait infroman consent
Pelapar mendcer@akan kronolagls
Patugas membust bukt] tends epor
PEtupas menyiasian neod asement
Petugas menyiphan manajemen kasus
Iﬂ.?-lm,ga:- akan mengkeniinmad kst sesuni hasi manajesmen
kasus Wia tedefon:
Pelayanan Melwi Hotling Scrvice
Pobapar meengh hisgl salah sztu Hotline Service UPTD PRA
Pekapor menyebetkan identitas dir
Petigas menerima laparan pengaduan
Pedugas fnifikphen Need Asiesment dan Manajemedn Kagus
Fefugas aan mengion Somadi kasus sesusi hasd manajemen
dam asseument
Pefayanan SeCara langsung:
SeEnin-Karmis [08:00 = 16.00W18|
Jumat (08B0 — 16310 WIE)

R R

in B s pd s
SR

Palayanan bedabil Hotlins Sorvice
Jenin - Minggw {24 jamd
Lesual kxsu yang dilaporkan
GHATIS
O311-E512-303
0E11-65613-343
Upid Apex Sumbar
Puprdppaumbar
uqt_dppl.pﬂ:rnumb\.r@ll:mﬂ com

Felp
Whatshmp
Fatebook
IEE

| Groail
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA

Palam Wasuina Sasl Mo, M Telp (051 PO Y PR0 Fas HH"-ILJ"I"I'-!MI Padesg 25114

STANDAR PCLAYANAMN
LAYANAN PENDAMPINGAN DNVERS] DAM RESTITUSI

i, | Persyaratan 1. Swrat Undangan Rapat DiversifRestitusi -:ur1

Flhak Kepolisian.
| 2. Data Korban |
3, Kronolopgis J
4. Disposisl Ka. UPTD ditujukan ke Sek

Pengaduan.

" IR 3. Surat Tugas. =

2. | Sistem, Mekanisme, dan a. Melakukan koordinasi dengan Kepala UPTD PPA

Prosedur untuk melakukan pendampingan diversi dan
restitusi kepada Korban/Pelapor,

b. Staf Swubag TU membuat surat tugas ur'ﬂu;
pendampingan diversi dan restitusi terhada
korban dan ditandatangamni Ka. UPFTD

£ Menglkuts rapat Diversi/Restitus| yang
dilaksanakan oleh pihak kepolisian,

d. Memberikan solusi dan masukan terhada proses
DiversifRestitusi.

e. Berkoordinasi dengan pihak kepalisian.

F. Membyatl Laporan Hasil Diversi/Restitusi.

Janghka Wakiu L {5atu) Hari

E
[ 4. | BlayafTarif Bebas Blaya
5 | Froduk Layanan Pendampingan Diversi dan Bestitusi
& | Penanganan Pengaduan Melalui telefon: {0751) 7053781 i

Melalud e-mall: dp3ap?kb @sumbarprov.go.id
Telp 0311-661F-3493

WhatsApp  0B11-6612-343

KEPALA DFIAFZEE
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pembdina Utpma Muda
NIP. 19710018 200012 2 002
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ialan Ranuna Sasd Mo, 1 THE W?"i]l P ATAT fas Il'l.f.'i'II?D'-IFH F-ldul: 5114

STANDAR PELAYANAN
LAYAMAN MEDIASI
| No.|  Kompanen Uralan :
1 Pervyaratan 1. Drata Eorban
2. Eronologitkasus
3. Disposisl Ka UPTD ditujukan ke Seksd Tindak Lanjus
Kasus
2. | sistem, Mekankme, dan a. Melakukan Koordinasi dengan Kepala UPTD PPA Untuk
Prodedur Molakukan Madiasi Kepada Korban/Pelapor da
Terfapor.
b. Membuat Jadwal Medias

. Menghadirkan Korban/Pelapor dan Terlapor di Huinﬁ
Midiasi Kantor UPT PPA. I

d. Melaksanakan Proses Mediasi 'I'Emal:l:j
Korban/Pelapor dan Terlapor Secara Bersama Maup
Secara Terpisah,

. Menuangkan Hasil Mediasi DOalam  Kesspakatan
Bersama dan Di tandatangani Kedua Belah Pihak dan
Saksi-saksi Diketahui Kepala UPT PPA

f. Membuat Laporan Hasil Layanan Mediasi,

E. Memaonitoring Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Bersama

Stlama 3 Bulan.
3. | Jangka Waktu 3 (Tiga) Hari
4, | BlayafTanif | Bebas Biaya
5. | Produk Layanan Pelayanan Medias|

6. | Penanganan Pengaduan Melalui tefefon: (0751} 7053781
Melalui e-mail: dplap?kbBsumbarprov.go id
Telp 0B11-6612-343
WhatsApp  0811-6612-343

KEPALA DP3APZKR

NIP. 19710118 200012 2 002
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Basuna Said Mo, 74 Telp (OFS 1) P05 1 PRN Fas, (005 1) 205 57810 Padang 15114

STANDAR PELAYANAN
LAYAMAN KONSELING PSIKOLDG KLINIS

No. |  Kemponen Urafan E ==—u
1. | Persyaratan 1. Surak permintaan bantuan layanan konseling psikolog

klinis terhadap korban darl Kaby/ Eota

Cata Korban

Kronologis Kasus

Disposksi KUPT ditujukan ke Seksi Tindak Lanjul Easus

T e Surat Tugas ; i I

2, | Sistem, Mekanismae, dan Kegala UPTD PPA mendisposisi sufal permintaars

Procodur bantuan layanan konseling psikolog klinis danl kaby/ kﬂ:-a

B e T

¥

Ceksi Tindak Lanjut Kasus melakukan koordinasi denga
EUPT wntuk melakukan pendampingan konseli
kepada Korban/Pelapor,

Identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Kronologis Kasus.
Membuat dan Menyepakati Jadwal dan Tempat
Konieling Bagi Korban dan Koaselor.

a. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untuk

pendampingzn konseling psikolog terhadag korban dan

ditandatangani KUPT

Pelaksanaan Konseling Dleh Konselor Kepada Korban

Membuat Laporan Hasil Fendampingan Psikolopis

Melakukan Monitoring  Terhadap  Korban Faitﬁ

1  Komselng 000 =K
langka Waldtu Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesalannya (Sifatnya

Kasuistik Sesual Kebutuhan)

Blaya,/Tarll Bebas Biaya

Produk Layanan Pendampmgan Piikologis Korban

an

Foo

ad

sri wie

Penanganan Pengaduan Melalul telefon: (0751) PO53781

Melalul e-maik dp3ap?kh&sumbarprov go.id

Telp 0811-6612-343
WhatsApp  0B11-6612-343

1l _

KEPALA DPIAPZKE

MiR. 19710118 200012 2 002
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jatan Rasuna Said o 74 Telp (0751) HI51781 Fan (0751) 11781 Padang 25114
—_—
STANDAR PELAYANAN
LAYAMAN PENDAMPMNGAN HUKLIM

No. Komponen ) Urdlan = .

1. | Persyaratan 1. Surat pormintaan bantuan layanan pendampingan
hukum tethadap korban dari Kab/ Eota

2. Data Korban

3. Kronologis Kasus

4, Dispesisi Ka UPT ditujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus

| 5. SuratTugas g R

2. | Sistem, Mekanisme, dan 2. Kepala UPTD PPA mendisposisi sural permintaan

Prosedur bantuan pendampingan hukum terhadap korban dar
Kab/ Kota dari kab/ kota

b. Soksi Tindak Lanjut Kasus melakukan koordinasi dengan
Ka, UPTD wuntuk melakukan pendampingan hukum
kepada Korban/Pelapor.

. Identifikasi Kebutuhan layanan hukum bagl korban
berdasarkan kronclogis kasus dan memenuhi Flra'l‘lg

admimistrasi,

d. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untu
pendampingan  hukum  terhadap  kodrban  da
ditandatangani Kepala UPTD FPA

2. Pendampingan Korban Selama Feradilan,

f. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Hukum,

3. | langka Waktu Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesasannya (Sifatrya
kasulstik Sesuai Kebutuhan)

4, | Biaya/Tarf Bebas Biaya

5. | Produk ayanan Pendempingan Paikalogis Korban

&, Penanganan Pengaduan Kelabui telabon: (D751) J053TR]

Melalui e-mail: dp2aplkbEumbarproy go.id
Telp 0311-6612-343

Whatsdpp  0B11-5613-343

HIF. 19710118 200012 2 002
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

batan Ravuna Said Mo, P Telp (0751) FOSIPRI Fan {O751) 76 3780 P 79114
STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENGADUAN

—— - —————

| No. |  xomponen Uralan —

1. | Peryyaratan 1. Pengaduan korban/ pelaporData Korban

2. Data Korban

1. Kromclogh

4, [Dispasisi KUPT diujukan ke Scksi Penerimaan dan klarifreas:

2. | Sistem, Mekanisme, dan a, Eepala UPTD PPA mendisposisi surat permintaan

Prosedur hantuan pendampéngan hukum terhadap korbam dar
Eab/ Eota dari kab/ kota

b. Seksi Tindak Lanjut Kasus malakwkan koordings dengan
Ka. UPTD untuk melakukan pendampingan hukem
kepada Korban/Pelapor,

c. Edentifikasi Kebutuhan layanan hukwm bagl Eorban
berdasarkan kronelogis kasus dan memenuhi syaral
administrasl.

d. Stal Subag TU membueat surat perintah pelugas untu
pendampingan hukem  terhadap korban da
ditandatangani Kepala UPTD FPA

g. Pendampingan Korban Selema Peradilan,

F.Membuat Laperan Hasil Pendampingan Hukum.

3. | Jangka Wakiu Tidak | Dapat Dipastikan waktu Penyelesaiannya (Sifatnya
3 Kazuislik Sesuai Kebutuhan)

4, | Biaya/Tarif Bebay Biaya

5 | Produk Layanan Pendampingan Psikologis Korban

6. | Penanganan Pengadean rclalul velefon; (0751) 7053781

Melalui e-mail: dpdapZkb@sumbarprov.go. id
Telp Ca1l-6El2-343

Whatsapp  0811-6612-343

KEPALA DP3IAPIKB

MIP, 19710118 200012 2 002
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